SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang :

Mengingat

KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai

dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang
menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan
dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih
tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk
pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan perlu dilakukan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020;

. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);



10.

11.

12.

13.

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem

Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan belas Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 43);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia  Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5533)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);



23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara REpublik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 81);

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61);

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2011
tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik
Daerah Kabupaten Rembang, PD BPR BKK Lasem, PD BKK
Kaliori dan PT. Bank Pembangunan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 106) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2011
tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik
Daerah Kabupaten Rembang, PD BPR BKK Lasem, PD BKK
Kaliori dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang
Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 128);

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bidang
Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang
Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 130 );



31. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 1 Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 132);

Dengan Persetujuan Bersama

BUPATI REMBANG
dan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Rembang Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah
a. Semula Rp.1.891.753.253.706,00
b. Berkurang (Rp. 30.722.304.283,00)
Jumlah  Pendapatan  setelah
perubahan Rp.1.861.030.949.423,00

2. Belanja Daerah
a. Semula Rp. 1.964.433.829.762,00
b. Berkurang (Rp. 72.427.452.522.00)
Jumlah Belanja setelah
perubahan Rp. 1.892.006.377.240,00

Defisit (Rp. 30.975.427.817,00)

3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan
1). Semula Rp. 162.548.944.056,00
2). Berkurang (Rp. 42.405.148.239,00)
Jumlah Penerimaan setelah

perubahan Rp. 120.143.795.817,00
b. Pengeluaran

1).Semula Rp. 89.868.368.000,00

2). Berkurang (Rp. 700.000.000,00)

Jumlah Pengeluaran setelah

perubahan Rp. 89.168.368.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto -

setelah perubahan Rp. 30.975.427.817,00

Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran Tahun Berkenaan. Rp. 0,00



Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula Rp.307.258.621.706,00
2. Berkurang (Rp. 15.115.848.283,00)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah
perubahan Rp. 292.142.773.423,00
b. Dana Perimbangan
1. Semula Rp. 1.118.646.021.000,00
2.Berkurang (Rp. 96.994.498.000,00)
Jumlah Dana Perimbangan setelah
perubahan Rp.1.021.651.523.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
1. Semula Rp.465.848.611.000,00
2. Bertambah Rp. 81.388.042.000,00
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah
yang sah setelah perubahan Rp. 547.236.653.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri atas jenis pendapatan:
a. Pajak Daerah
1. Semula Rp. 100.522.250.000,00
2. Berkurang (Rp. 20.495.750.000,00)
Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 80.026.500.000,00

b. Retribusi Daerah

1. Semula Rp. 23.051.081.000,00
2. Berkurang (Rp. 8.329.684.225,00)
Jumlah retribusi daerah setelah
perubahan Rp. 14.721.396.775,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
1. Semula Rp. 10.840.309.000,00
2. Bertambah Rp. 0,00

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan
daerah  yang  dipisahkan setelah
perubahan Rp. 10.840.309.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
1. Semula Rp. 172.844.981.706,00
2. Bertambah Rp. 13.709.585.942,00
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah
yang sah setelah perubahan Rp. 186.554.567.648,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
atas jenis pendapatan:
a. Dana Transfer Umum
1. Semula Rp.854.512.647.000,00
2.Berkurang (Rp. 67.139.306.000,00)
Jumlah dana bagi hasil Pajak/ Bagi Hasil
Bukan Pajak setelah perubahan Rp.787.373.341.000,00




Dana Transfer Khusus
1. Semula Rp.264.133.374.000,00
2. Berkurang (Rp. 29.855.192.000,00)
Jumlah dana alokasi umum setelah
perubahan Rp.234.278.182.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c terdiri atas jenis pendapatan :

a.

Hibah
1. Semula Rp. 5.000.000.000,00
2.Bertambah Rp.61.256.175.000,00

Jumlah Hibah setelah perubahan Rp. 66.256.175.000,00

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
1. Semula Rp.106.030.000.000,00
2. Berkurang (Rp. 407.001.000,00)

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari

Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

setelah perubahan Rp.105.622.999.000,00

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
1. Semula Rp.354.818.611.000,00
2. Bertambah Rp. 1.451.868.000,00
Jumlah dana Penyesuaian dan Otonomi
Khusus setelah perubahan Rp.356.270.479.000,00

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah Rp.19.087.000.000,00
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi
atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah
perubahan Rp. 19.087.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

a.

Belanja Tidak Langsung

1. Semula Rp.1.180.614.557.366,00

2.Bertambah Rp. 27.102.135.079,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp.1.207.716.692.445,00
setelah perubahan

Belanja Langsung

1. Semula Rp.783.819.272.396,00

2. Berkurang (Rp. 99.529.587.601,00)
Jumlah  Belanja Langsung  setelah Rp.684.289.684.795,00
perubahan

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri atas jenis belanja :

a.

Belanja Pegawai

1. Semula Rp.698.334.578.666,00

2.Berkurang (Rp. 52.467.679.711,00)

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 645.866.898.955,00




(3)

Belanja Bunga

1. Semula Rp. 1.631.632.000,00

2.Bertambah Rp. 0,00

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 1.631.632.000,00

Belanja Subsidi

1. Semula Rp 0,00

2. Bertambah Rp. 6.600.000.000,00

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 6.600.000.000,00
BelanjaHibah

1. Semula Rp 81.476.375.000,00

2. Bertambah Rp. 5.667.835.000,00

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 87.144.210.000,00

Belanja Bantuan Sosial

1. Semula Rp. 8.299.720.000,00
2. Berkurang (Rp. 4.220.000.000,00)
Jumlah bantuan sosial setelah
perubahan Rp. 4.079.720.000,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
1. Semula Rp. 12.357.333.100,00
2. Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Desa Rp. 12.357.333.100,00

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi /Kabupaten/Kota dan
Pemerintahan Desa dan Partai Politik
1. Semula Rp.377.514.918.600,00
2. Bertambah Rp. 15.162.719.987,00
Jumlah belanja Bantuan Keuangan
setelah perubahan Rp. 392.677.638.587,00

Belanja Tidak Terduga

1. Semula Rp 1.000.000.000,00

2.Bertambah Rp 56.359.259.803,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah

perubahan Rp. 57.359.259.803,00

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas
jenis belanja:

a.

Belanja Pegawai

1. Semula Rp.202.820.515.800,00

2. Bertambah Rp. 30.113.693.868,00
Jumlah belanja  pegawai setelah Rp. 232.934.209.668,00
perubahan

Belanja Barang dan Jasa

1. Semula Rp.325.715.413.911,00

2. Berkurang (Rp. 48.410.172.186,00)
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Rp. 277.305.241.725,00
perubahan




c. Belanja Modal
1. Semula Rp.255.283.342.685,00
2. Berkurang (Rp. 81.233.109.283.,00)
Jumlah belanja Modal setelah
perubahan Rp.174.050.233.402,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
a. Penerimaan
1. Semula Rp.162.548.944.056,00
2. Berkurang (Rp. 42.405.148.239,00)
Jumlah penerimaan setelah perubahan  Rp. 120.143.795.817,00

b. Pengeluaran
1. Semula Rp. 89.868.368.000,00
2. Berkurang (Rp. 700.000.000,00)
Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 89.168.368.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis
pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah
1. Semula Rp.82.548.944.056,00
2. Berkurang (Rp.42.405.148.239,00)
Jumlah sisa Lebih Perhitungan
Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran
sebelumnya setelah perubahan Rp. 40.143.795.817,00

b. Penerimaan Pinjaman BLUD RSUD dari
Lembaga Keuangan Bank sejumlah
1. Semula Rp.80.000.000.000,00
2. Bertambah Rp. 0,00
Jumlah Penerimaan BLUD dari Lembaga
Keuangan Bank setelah perubahan Rp. 80.000.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis
pembiayaan:
a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah
Daerah sejumlah
1. Semula Rp.6.000.000.000,00
2. Berkurang (Rp. 700.000.000,00)
Jumlah penyertaan Modal (Investasi)
Pemerintah Daerah setelah perubahan

sejumlah Rp. 5.300.000.000,00

b. Pembayaran Pokok Hutang BLUD RSUD
kepada Lembaga Keuangan Bank sejumlah
1. Semula Rp.83.868.368.000,00
2. Bertambah Rp. 0,00
Jumlah Penyelesaian Retensi

setelah perubahan Rp. 83.868.368.000,00




Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas :

1. Lampiranl Ringkasan Perubahan APBD;

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran IIl Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan;

5. Lampiran V  Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan
dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per
Jabatan;

7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang
Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun
Anggaran ini;

8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi daerah; dan

9. Lampiran IX Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan peraturan sebagai landasan operasional pelaksanaan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang
Tahun Anggaran 2020.

Pasal 7

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran
yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya disampaikan dalam
laporan realisasi anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit

memenuhi kriteria :

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. Dberada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 25 September 2020

BUPATI REMBANG,
ttd
ABDUL HAFIDZ
Diundangkan di Rembang
pada tanggal 25 September 2020

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG

ttd
ACHMAD MUALIF
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2020 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG, PROVINSI JAWA
TENGAH ( 3-227/2020)







